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PENETAPAN
Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA Adl.

P LS Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Persidangan Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan
oleh:
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Matabondu,
Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, disebut
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Desa Matabondu, Kecamatan
Angata, Kabupaten Konawe Selatan, disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9

Agustus 2016 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Andoolo Nomor  0135/Pdt.G/2016/PA Adl. Tertanggal 9 Agustus 2016

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2000, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya,
Kabupaten Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor
163/13/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
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bersama, semula bertempat tinggal di rumah keluarga yang tidak ditempati
di Desa Pudambu, Kecamatan Angata selama kurang lebih 6 (enam) than
selanjutnya pidah Penggugat dan Tergugat membangun rumah kediaman
bersama di Desa Matabondu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe
Selatan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orng
anak bernama ANAK I, Laki-laki umur 14 tahun dan ANAK II, perempuan
umur 9 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan
Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
- Tergugat kurang memberikan perhatian dan memberikan rasa kasih

sayang lagi terhadap Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat
tidak mau menerima saran dan nasihat dari Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
terjadi kurang lebih pada tanggal 8 Agustus 2016, yang akibatnhya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Pengugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi:
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PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas
panggilannya tertanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai
dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan pada pada
persidangan tanggal 7 September 2016 di depan persidangan Penggugat
menyatakan ingin mencabut gugatannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat
telah kembali rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat
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dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara
absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan
perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan
yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara
relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali
membina rumah tangganya, dan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan
perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan,
maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor
0135/Pdt.G/2016/PA Adl, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Kami Mohamad Arif,
S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muammar H. AT, S.HI dan Kamariah Sunusi,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahudin, S.HI

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Muammar H.AT, S.HI Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.
ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H
Panitera Pengganti

ttd

Salahudin, S.HI.
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Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp  600.000,00
Redaksi Rp 5.000,00
Meterai Rp 6.000,00
JUMLAH Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

a b~ 0N
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